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1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah 
diuraikan di atas, maka dapat simpulkan sebagai berikut: 
a. Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 134 Huruf g adalah 
dengan memberitahukan syarat-syarat yang diperlukan sebelum melakukan 
kegiatan konvoi, baik yang menyangkut surat kendaraan maupun izin untuk 
konvoi. Namun jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka petugas 
kepolisian akan menerapkan sanksi berupa sanksi administratif dan 
penjatuhan sanksi pidana. Sanksi administratifnya adalah pencabutan izin 
mengemudi dan pencabutan izin konvoi, sedangkan sanksi pidananya 
diberikan apabila pelaku melakukan tindakan kriminal dan tidak membawa 
surat izin konvoi yang dapat berupa penyitaan barang-barang (motor), dan 
diproses sebagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas menurut ketentuan 
Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.  
Sanksi-sanksi tersebut diberikan khusus kepada para peserta konvoi yang 
tidak mematuhi aturan yang dianjurkan oleh petugas kepolisian terutama 
dalam hal pemberian izin untuk melakukan konvoi. Pemberian izin yang 
dimaksud hanya sebatas untuk didahulukan dari pengguna jalan yang lain, 
bukan berarti membiarkan para konvoi untuk bertindak  sewenang-wenang di 
jalan raya seperti melakukan pelanggaran lalu lintas. Terhadap mereka yang 




b. Kendala-kendala yang dihadapi POLRI (Polantas) dalam Menegakkan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait peserta konvoi adalah 
pertama, sulit menetapkan pelaku dikarenakan sangat banyaknya para 
peserta konvoi, apalagi tidak ada kordinat atau penanggung jawabnya. 
Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan konvoi. 
Ketiga, masyarakat banyak yang belum memahami kewenangan diskresi 
yang melekat pada tugas dan wewenang pihak Kepolisian. Karena kurangnya 
pemahaman masyarakat mengenai kewenangan diskresi yang dimiliki oleh 
Kepolisian, itulah mengapa pihak Kepolisian (Polantas) sering dinilai tidak 
berlaku adil dalam mengayomi dan melindungi masyarakat khususnya bagi 
pengguna jalan raya. Padahal pihak Kepolisian bertindak atas dasar 
kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan kewenangan mereka. 
2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang penulis 
lakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 
a. Polisi tidak boleh memberikan kemudahan atau kelonggaran bagi peserta 
konvoi untuk mendapat izin melakukan konvoi. Izin tersebut harus diberikan 
berdasarkan tingkat urgensi, kepentingan dan tujuan untuk melakukan 
konvoi. Kalau izin tersebut diberikan hanya untuk tujuan hura-hura, 
sebaiknya tidak diberikan. Hal yang tidak kalah pentingnya juga bagi pihak 
kepolisian adalah harus berlaku adil baik itu terhadap peserta konvoi motor 




b. Polisi perlu melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat 
mengenai persyaratan-persyaratan dalam melakukan kegiatan konvoi dan 
kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan wewenang yang ada pada 
mereka. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak memberikan pandangan yang 
negatif terhadap kinerja pihak kepolisian. Sehingga masyarakat paham bahwa 
polisi tidak hanya bertindak berdasarkan wewenang yang ada pada Undang-
Undang tetapi juga perdasarkan pada kewenangan diskresi. 
c. Para peserta konvoi motor gede (moge) perlu untuk mematuhi aturan lalu 
lintas yang ada dan tetap mengikuti instruksi dan arahan dari pihak kepolisian 
(polantas) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan 
yang dapat mengakibatkan kematian. Apabila para peserta konvoi motor gede 
(moge) telah mengikuti semua instruksi dan arahan yang diberikan oleh pihak 
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